
 

 

BUPATI SLEMAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN  BUPATI SLEMAN 

NOMOR    23.1   TAHUN  2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55.35 TAHUN 2021 

TENTANG PERATURAN INTERNAL KORPORASI (CORPORATE BY LAWS)  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pengembangan proses dalam 

melakukan komunikasi dan kerja sama antara Direktur 

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan representasi 

pemilik guna mencapai visi dan perencanaan rumah 

sakit perlu menetapkan tugas dan tanggung jawab dewan 

pengawas;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati     

Nomor 55.35 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal 

Korporasi (Corporate By laws) Rumah Sakit Umum 

Daerah Sleman; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia      



Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009   

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan   Lembaran    Negara   

Republik   Indonesia  Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020    

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 

13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5340); 

 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 6659); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan                                     

Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang 

Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 

tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

12. Keputusan Menteri Kesehatan                                     

Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman 

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); 

13. Keputusan Menteri Kesehatan                                           

Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar 

Akreditasi Rumah Sakit; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman                          

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten  

Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman                 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020    

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman 

Nomor 157); 

15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.3 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1.3); 

 



16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.31 Tahun 2021 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah 

Sakit Umum Daerah Sleman pada Dinas Kesehatan (Berita 

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 55.31); 

17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.35 Tahun 2021 

tentang Peraturan Internal Koorporasi (Corporate By Laws) 

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman (Berita Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 55.35); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 55.35 TAHUN 2021 

TENTANG PERATURAN INTERNAL KORPORASI (CORPORATE 

BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.35 Tahun 2021 

tentang Peraturan Internal Koorporasi (Corporate By Laws) Rumah Sakit 

Umum Daerah Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021     

Nomor 55.35), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15    

ayat (1), Dewan Pengawas bertugas: 

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD; 

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan RSUD 

Sleman dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian 

untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD; 

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari 

hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah; 

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam 

pelaksanakan tugas dan kewajibannya; 

e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah 

mengenai: 

1.  RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola; 



2.  permasalahan yang menjadi kendala dalam pengeiolaan 

BLUD; dan 

3.  kinerja BLUD. 

f. menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik 

dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah 

sakit; 

g. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah 

sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-

hari; 

h. menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan 

profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi 

mutu dari program-program tersebut; 

i. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan 

sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah 

sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit; 

j. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan 

menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan; 

k. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan 

menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien; 

l. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien setiap 3 (tiga) bulan 

sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus 

dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan 

berikutnya secara tertulis; dan 

m. melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap             

6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan 

yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada 

pertemuan berikutnya secara tertulis. 

(2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun 

sekali dan sewaktu-sewaktu apabila diperlukan. 

2. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 40 

(1) RSUD Sleman  merupakan unsur pendukung pemerintah daerah 

yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

(2) RSUD Sleman  mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna. 



(3) Organisasi manajemen RSUD Sleman terdiri dari: 

a. Direktur; 

b. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan terdiri dari: 

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari: 

a) Subbagian Umum dan Rumah Tangga; 

b) Kelompok Substansi Kepegawaian; dan 

c) Kelompok Substansi Hukum dan Hubungan 

Masyarakat. 

2. Bagian Keuangan dan Aset terdiri dari: 

a) Subbagian Keuangan dan Akuntansi; 

b) Kelompok Substansi Pengelolaan Aset; dan 

c) Kelompok Substansi Penjaminan. 

3.  Bagian Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari: 

a) Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi; dan 

b) Kelompok Substansi Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengembangan. 

c. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari: 

1.  Bidang Pelayanan Medis dan Pengembangan Mutu terdiri 

dari: 

a) Kelompok Substansi Pelayanan Medis; dan 

b) Kelompok Substansi Pengembangan Mutu. 

2.  Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Penunjang 

terdiri dari: 

a) Kelompok Substansi Pelayanan Keperawatan; dan 

b) Kelompok Substansi Pelayanan Penunjang. 

3.  Bidang Sarana Pelayanan Kesehatan dan Teknologi Informasi 

terdiri dari: 

a) Kelompok Substansi Sarana Pelayanan Kesehatan; dan 

b) Kelompok Substansi Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

3. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

Ditetapkan di Sleman   

pada tanggal 12 Juli 2022  

                                                                     BUPATI SLEMAN,  

Ttd. 

        KUSTINI SRI PURNOMO 

Diundangkan di Sleman  

pada tanggal 12 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

 

Ttd. 

 

HARDA KISWAYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR  23.1 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR    23.1   TAHUN 2022 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI           
NOMOR 55.35 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN 

INTERNAL KORPORASI (CORPORATE BY LAWAS) 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN  
  
 

DIREKTUR 
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BUPATI SLEMAN, 

 
Ttd. 

 

KUSTINI SRI PURNOMO 
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